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ABSTRAK 

 

Agus Rubiansyah, 201610115279, Analisis Yuridis Perkawinan Bagi 

Transseksual Yang Telah Ditetapkan Pengadilan Negeri Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 2020.   

. 

Kata Kunci : Perkawinan, Transeksual, Pengadilan Negeri 

 

Penetapan pengadilan terhadap pergantian jenis kelamin tersebut tidak hanya 

ditetapkan bagi kaum transseksual saja, namun juga terhadap orang-orang yang 

mengalami perubahan alat kelamin tanpa melalui operasi pergantian kelamin, 

yaitu pergantian jenis kelamin yang berubah secara alami atau terjadi begitu saja 

secara natural. Tujuan penelitian skripsi ini untuk mengetahui hukum pergantian 

jenis kelamin serta hak-hak yang melekat setalah pergantian jenis kelaminnya dan 

hukum perkawinan bagi transeksual yang telah sah secara hukum atas pergantian 

jenis kelaminnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

Skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (kepustakaan) 

dengan pengumpulan data sekunder dan dianalisis secara kualitatif untuk 

mendapatkan hasil penelitian tentang hukum pergantian jenis kelamin yang telah 

mendapat penetapan Pengadilan Negeri diatur dalam ketentuan Pasal 56 Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan mengenai hak-hak 

sebagai warga negara Indonesia yang melekat terhadap dirinya sama dengan 

warga negara lainnya berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 

Asasi Manusia. Hukum perkawinan transeksual berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan tidak sah dikarenakan tidak sesuai dengan unsur-unsur 

perkawinan antara lain bahwa perkawinan tersebut dilaksanakan antara seorang 

pria dengan seorang wanita, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga 

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal dan perkawinan berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa. 

 

Kesimpulan dalam skripsi ini, pergantian jenis kelamin diatur Pasal 56 Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, hak yang 

melekat sama dengan warga negara lainnya, akan tetapi untuk melaksanakan 

perkawinan tidak memenuhi unsur perkawinan. Saran dalam skripsi ini mengenai 

peran Pemerintah dalam memberikan kepastian hukum terhadap hak setiap warga 

negara Indonesia termasuk hak warga negara yang berganti kelamin melalui 

penetapan pengadilan. 
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ABSTRACT 

 

Agus Rubiansyah, 201610115279, Juridical Analysis of Marriage for 

Transsexuals which has been determined by the District Court based on Law 

Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 

concerning Marriage, 2020. 

. 

Keywords: Marriage, Transsexual, District Court 

 

The court's determination of the change of sex is not only stipulated for 

transsexuals, but also for people who have experienced a change of genitals 

without going through a sex change operation, that is, a change of sex that 

changes naturally or just happens naturally. The purpose of this thesis research is 

to find out the sex change law and inherent rights after the sex change and 

marriage law for transsexuals who are legally valid for the change of sexes based 

on Law Number 16 Year 2019 regarding Amendments to Law Number 1 1974 

about Marriage. 

This thesis uses the normative legal research method (literature) with secondary 

data collection and is analyzed qualitatively to obtain research results on sex 

change laws that have been approved by the District Court as regulated in Article 

56 of Law Number 24 Year 2013 concerning Amendments to the Law Law 

Number 23 of 2006 concerning Population Administration and concerning the 

rights as an Indonesian citizen are attached to him the same as other citizens 

based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Law Number 39 

of 1999 concerning Human Rights. Transsexual marriage law based on Law 

Number 16 of 2019 concerning Amendment to Law Number 1 of 1974 concerning 

illegitimate marriages because it is not in accordance with the elements of 

marriage, among others that the marriage is carried out between a man and a 

woman, the marriage aims to establish happy and eternal family (household) and 

marriage based on the Godhead. 

The conclusion in this thesis, the change of sex is regulated Article 56 of Law 

Number 24 Year 2013 concerning Population Administration, the inherent rights 

are the same as other citizens, but to carry out marriages do not meet the 

elements of marriage. Suggestions in this thesis regarding the role of the 

Government in providing legal certainty to the rights of every Indonesian citizen 

including the rights of citizens who have sex change through the establishment of 

a court. 
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